
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 12 TAHUN 2008 

T E N T A N G 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2009 

, DENGAN RAHh4AT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT PACITAN 

: a. bahwa bahwa memenuhi ketentuart Pasa1 1 8 5 ayat ( 4 ) undang-undang 
Nomor 3 2 Tahun 2 0 0 4 tentang Pemerlntahan Oaerah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2 0 0 5 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti undang - undang Nomor 3 
Tahun 2 0 0 5 tentang Perubahan undang - undang Nomor 3 2 Tahun 
2 0 0 4 tentang Pemerlntahan Daerah menjadi Undang - undang, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Pacitan telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (A P B D) Tahun Anggaran 2 0 0 9 sesual 
dengan Keputusan Gubernur 3awa Timur Nomor 1 8 8 / 1 5 8 . K / K P T S / 0 1 3 / 2 0 0 8 
tentang h a s i l Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pacitan tengang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2 0 0 9 dan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2 0 0 9 ; 

a. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dllakukan 
agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2 0 0 9 tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih t l n g g i ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 
2 0 0 9 . 

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 5 0 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Daiam Lingkungan Propinsi 3awa Timur ( Lembaran Negara 
Tahun 1 9 5 0 Nomor 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ; 

2 . Undang - Undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 8 5 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1 9 8 5 Nomor 6 8 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3 3 1 2 ) sebagaimana telah di ubah dengan 
undang-undang Nomor 1 2 Tahun 1 9 9 4 ( Lembaran Negara Tahun 
1 9 9 4 Nomor 6 2 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 5 6 9 ) ; 
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3. undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak oaerah dan 
Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688) sebagalmana telah diubah dengan undang-
undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ; 

5. undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Berslh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ; 

6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286 ) ; 

7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355 ) ; 

8. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuaran 
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ; 

9. Undang - undang Nomor IS Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ; 

10. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stem perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 NOmor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ) ; 

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437 ) yang telah beberapa kal diubah, Terakhlr diubah dengan 
Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ; 

12. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wak11 Kepala oaerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak oaerah 
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138 ) ; 
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15. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retn'busi Daerah 
C Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan 
Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

17. peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan eadan Layanan umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 ) ; 

18. peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar 
Akuntansi Pemerlntahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 ) ; 

19. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang santuan Keuangan 
Kepada Partal Pol111k ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
C Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4574 ) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perlmbangan < Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4575 ) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten 
Informasl Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) ; 

23. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4577 ) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan penerapan standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor ISO, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ) ; 

26. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857 ) ; 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200S tentang pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582 ) ; 

28. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan 
dan Klnerja Instansi Pemerintah C Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ; 

29. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan 
Pemerlntahan antara Pemerintah, Pemerlntahan Daerah Propinsi dan 
Pemerlntahan Daerah Kabupaten / Kota C Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organlsasi Perangkat 
oaerah C Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4741 ; 

31. Peraturan Menteri Daiam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana te1ah diubah 
dengan Peraturan Kenterl Daiam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 ; 

32. Peraturan Menteri Daiam Negerl Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang operasional 
Pimpinan DPRO serta Tata Cara Pengemballan Tunjangan Komunlkasi 
insentlf dan Dana operasional ; 

33. Peraturan Menteri Daiam Negerl Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009 ; 

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK,07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil cukal Hasil Tembakau dan Sanksl atas 
penyalahgunaan Alokasi Dana Bag1 Hasil Cukal hasil Tembakau ; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 1 5er1 E tanggai 16 Maret 2005) sebagalmana 
te1 ah di ubah beberapa kal 1 terakhlr dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggai 18 Jull 2007 ) ; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Polltik sebagalmana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 
24 Tahun 2007 ; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pad tan tahun 2006 - 2011 sebagaimana telah di ubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten pacitan Nomor 23 Tahun 2007 ; 



38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggai 18 Desember Tahun 
2006 ) ; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada F T Bank jatim (Lembaran 
Daerah Kabupaten pacitan Nomor 12 Tahun 2007, tanggai 4 September 
2007 ) ; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank perkredltan 
Rakyat 3awa Tinur (Lembaran Daerah Kabupaten pacitan Nomor 13 Tahun 
2007, tanggai 4 September 2007); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggai 4 
September 2007 ) ; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang 
Organlsasi sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 
2007, tanggai 10 Desember 2007 ) ; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pad tan Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
organlsasi Dinas Daerah Kabupaten pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 27 Tahun 2007, tanggai 10 Desember 2007 ) ; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Organlsasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Padtan Nomor 28 Tahun 2007, tanggai 10 Desember 2007 ) 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Organlsasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Padtan Nomor 29 Tahun 2007, tanggai 10 Desember 
2007 ) ; 

Dengan Perselujmn Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
Dan -

BUPATI PACITAN 

M E M U T U 5 K A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELAN3A OAERAH TAHUN ANGGARAN 2009. 
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Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 0 9 sejumlah 
Rp. 6 4 6 . 8 2 2 . 3 2 8 . 8 4 3 . 0 7 dengan rincian sebagai berikut: 

1 . Pendapatan R p . 5 7 0 . 8 8 6 . 3 0 7 . 6 7 5 , 8 3 
2 . Belanja R p . 6 4 4 . 5 6 8 . 3 2 8 . 8 4 3 . 0 7 

surplus / ( D e f i s i t ) ( R P . 7 3 . 6 8 2 . 0 2 1 . 1 6 7 , 2 4 ) 

3 . Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp. 7 5 . 9 3 6 . 0 2 1 . 1 6 7 , 2 4 
b. Pengeiuaran R D . 2 . 2 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . O Q 

Jumlah Pembiayaan Neto R D . 7 3 . 6 8 2 . 0 2 1 . 1 6 7 . 2 4 
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan ; Rp. 

Pasal 2 
( 1 ) Pendapatan Daerah sebagalmana dimaksud dalara Pasal 1 t e r d l r i dari : 

a. Pendapatan asH Daerah sejumlah Rp. 2 6 . 2 2 1 . 4 4 9 . 6 6 2 , 6 3 
b. Dana Perlmbangan sejumlah Rp. 5 1 9 . 7 2 0 . 0 7 6 . 0 0 0 , 0 0 
c. L a 1 n - l a 1 n Pendapatan Daerah 

yang sah sejumlah Rp. 2 4 . 9 4 4 . 7 8 2 . 0 1 3 , 2 0 

( 2 ) Pendapatan A s l i Daerah sebagalmana dimaksud daiam ayat ( 1 ) huruf a t e r d 1 r 1 dari 
j e n l s Pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 4 . 2 8 8 . 0 3 2 , 8 0 0 , 0 0 
b. Retrlbusi Daerah sejumlah Rp. 1 2 . 4 1 3 . 0 5 3 . 0 0 0 , 0 0 
c. HasH Pengelolaan kekayaan Daerah 

yang diplsahkan sejumlah Rp. 1 . 4 9 5 . 9 8 4 . 0 0 0 , 0 0 
L a l n - l a i n Pendapatan a s l i Daerah 
yang sah sejumlah Rp. 8 . 0 2 4 . 3 7 9 . 8 6 2 , 6 3 

( 3 ) Dana Perlmbangan sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b t e r d l r i dari j e n l s 
pendapatan : 

a. Dana Bag1 Hasil sejumlah Rp. 2 6 . 7 6 2 . 8 2 6 . 0 0 0 , 0 0 
b. Dana Alokasi umum sejumlah R p . 4 2 9 . 1 4 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp, 6 3 . 8 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 

( 4 ) L a 1 n - l a 1 n Pendapatan Daerah yang sah sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c 
t e r d l r i dari j e n l s pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah Rp. 6 5 . 5 0 4 . 0 8 8 , 0 0 
b. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 2 0 . 6 8 3 . 4 2 6 . 7 2 5 , 2 0 
C. Dana Penyesualan Otonoml khusus Rp. 4 . 1 9 5 . 8 5 1 . 2 0 0 , 0 0 

Pasal 3 

( 1 ) Belanja Daerah sebagalmana dimaksud daiam pasal 1 t e r d l r i dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 4 3 1 . 5 4 1 , 9 6 3 . 1 4 3 , 0 7 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 2 1 3 . 0 2 6 . 3 6 5 . 7 0 0 , 0 0 
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a t e r d i r i dari 
j e n l s Belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 367.340.472.443,07 
b. Belanja Hibah Rp. S.172.000.000,00 
C. Belanja Bantuan Soslal sejumlah Rp. 4.642.180.000,00 
d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.896.300.700,00 
e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 48.491.010.000,00 
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b t e r d l r i dari j e n l s 
Belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 22.318.719.925,00 
b. Belanja Barang dan l a s a sejumlah Rp. 70.802.595.450,00 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 119.905.050.325,00 

(1) Pembiayaan Daerah sebagalmana 
a. Penerimaan sejumlah 
b. Pengeiuaran sejumlah 

Pasal 4 
dimaksud daiam Pasal 1 t e r d l r i dari : 

Rp. 75.936.021.167,24 
Rp. 2.254.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a t e r d l r i dar1 j e n l s 
Pembiayaan : 

a. SILPA Tahun Anggaran Berkenan Rp. 75.035.656.057,24 
b. Penerimaan Piutang sejumlah Rp. 900.365.110,00 

C3) pengeiuaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b t e r d l r i dar1 j e n l s 
Pembiayaan : 
a. Penyertaan Modal ( i n v e s t a s l ) 

Daerah sejumlah Rp. 2.044.000.000,00 
b. Pemberlan Pinjaman Oaerah sejumlah Rp. 210.000.000,00 

Pasal 5 

Uralan lebih I a n j u t Anggaran Pendapatan dan Belanja oaerah sebagalmana 
dimaksud daiam Pasal 1, tercantum daiam Lamplran yang merupakan baglan 
yang tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah i n i , t e r d l r i dar1 : 

1. Lamplran 

2. Lamplran 

3. Lamplran 

4. Lamplran 

5. Lampran 

6. Lamprlran 

I : Ringkasan APBD ; 
I I : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerlntahan oaerah 

dan Organlsasi SKPD ; 
I I I : Rincian APBD menurut Urusan Pemerlntahan Daerah, 

Organlsasi SKPD, pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
IV : Rekapltulasi Belanja menurut urusan pemerlntahan 

Daerah, organlsasi SKPD, Program dan Keglatan ; 
V : Rekapltulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan Pemerlntahan Daerah dan Fungsl 
daiam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 

VI : Daftar lumlah Pegawai Per Goiongan dan Perjabatan ; 



7. Lamplran 
8. Lamplran 
9. Lamplran 

10. Lamplran 

11. LampIran 

12.Lamplran 
13 Lamplran 

V I I : Daftar Piutang Daerah ; 
V I I I : Daftar Penyertaan modal (I n v e s t a s i oaerah) ; 
IX : Daftar Perklraan Penambahan dan pengurangan Aset 

tetap Daerah ; 
X : Daftar Perklraan Penambahan dan pengurangan Aset 

1a1nnya ; 

XI : Daftar Keglatan-keglatan Tahun Anggaran sebelumnya 
yang be1um diselesalkan dan dlanggarkan kembali 
daiam Tahun Anggaran I n i ; 

X I I : Daftar Dana (^dangan Daerah dan 
X I I I : Daftar Pinjaman Daerah dan obllgasi Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai landasan Operasional Peiaksanaan A P B D . 

Pasal 7 

(1) Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku sejak tanggai diundangkan. 

(2) Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerlntahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah I n i dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah. 

Oltetapkan di Pacitan 
Pada Tanggai 23 - 12 -2008 

BUPATI PACITAN 



7. Lamplran 

8. Lamplran 

9. Lamplran 

10. Lamplran 

11. Lamplran 

12.Lampiran 

13 Lamplran 

V I I : Daftar Piutang Daerah ; 

V I I I : Daftar Penyertaan modal (i n v e s t a s i Daerah) ; 

IX : Daftar perklraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
tetap Daerah ; 

X : Daftar perklraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

lalnnya; 

Daftar Keglatan-keglatan Tahun Anggaran sebelumnya 
yang be1um d1se1esa1kan dan dlanggarkan kemba!1 

daiam Tahun Anggaran 1n1 ; 

Daftar Dana Cadangan Daerah dan 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obllgasi Daerah. 

XI 

X I I 

X I I I 

Pasal 6 

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagai landasan Operasional peiaksanaan A P B D . 

Pasal 7 

(1) Peraturan Daerah I n i mulai berlaku sejak tanggai diundangkan. 

(2) Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan 
Daerah I n i dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Padtan 

Pada Tanggai 23 - 12 -2008 

BUPATI PACITAN 

cap t t d 

H. S U 3 0 N O 

Di undangkan di Pad tan 
Pada Tanggai 23 Desember 2008 

SEKRETARIS DAERAH 

Lembaran Daerah Kabupaten Padtan Tahun 2008 Nomor 12 


